FIMFINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 170 / 32 / DPRD / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang - & bahwa berdasarkan Surat Bupati Semarang Nomor
180/0004238 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penarikan
Usulan Raperda tentang Pelavanan Kesehatan:

b. bahwa berdagarkan dinamika dan perkembangan yang
ada maka diperlukan Perubahan Program Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun 2023, dan telah mendapat
kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan
DFRD Kabupaten Semarang dalam Rapat Paripurna
tanggal 30 Oktober 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf &, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilar Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
tentang Perubahan Kedua Program Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun 2023;

Mengingat + 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Dasrah Swatantra Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1058 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1652} ;




10,

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Hetamadva Daerah Tingkat I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Salatign dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Hakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Haok Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;




12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Dzerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144},

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Daeruh Provinsi Jawa Tengah Nomer 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6 Noreg
Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah 7/189/2016);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004
Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagmimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
3);




Menetapkan

KESATU

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan [Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Deerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

21, Peraturan Daerahh Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ([Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1
Tahun 2022 tentanz Perubahan Atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwalilan
Rakyvat Daerah Kabupaten Semarang;

24, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerali Kabupaten Semarang (Berita
Daerah Kabupaten semarang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

EKEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN
2023

Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah
Tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut :

1. Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana
Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang
Tahun 2024

Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa

Raperda tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan
Investasi

Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Raperda tentang Bangunan Gedung
Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Raperda tentang Penataan Dan  Pengendalian
Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

B g n




KEDUA
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KEEMPAT

9. Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2022

10. Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2023

11. Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2024

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor
170;7/DPRD /2023 tentang Perubahan Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
_KABUPATEN SEMARANG
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BONDAN MARUTOHENING



